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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan mengenai “Strategi Pemberdayaan 

Ekonomi Perempuan Melalui Pemanfaatan Pusako Tinggi di Kelurahan 

Campago Guguak Bulek Kota Bukittinggi”. Ada beberapa hal yang menjadi 

kesimpulan dalam penelitian ini. adapun hasil yang didapatkan sebagai 

berikut: 

1. Strategi enabling merupakan tahapan awal pemberdayaan yang 

berperan penting dalam membuka peluang ekonomi bagi perempuan 

melalui pemanfaatan pusako tinggi. Pemanfaatan pusako tinggi 

tersebut didukung oleh mamak kepala waris dan keluarga besar yang 

terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan pusako 

tinggi tetap sejalan dengan adat Minangkabau. Hal ini terlihat dari 

keberhasilan Ibu Eni mengubah 3 petak sawah yang tidak lagi 

produktif menjadi 10 unit rumah melalui kerja sama bagi hasil dengan 

pihak developer. 

2. Penerapan strategi empowering terlihat mampu meningkatkan 

kapasitas perempuan dalam mengelola dan memanfaatkan pusako 

tinggi secara mandiri dan berkelanjutan. Melalui strategi ini, 

perempuan tidak hanya diberi hak kepemilikan secara adat, tetapi juga 
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memperoleh kepercayaan, ruang, dan   kesempatan untuk mengambil 

keputusan serta mengelola aset keluarga secara produktif. 

3. Strategi protecting memainkan peran penting dalam menjaga 

keberlanjutan pemberdayaan perempuan, khususnya dalam melindungi 

hak kepemilikan pusako tinggi agar tidak hilang atau dieksploitasi. 

Strategi ini terlihat dari cara keluarga Ibu Eni membangun sistem 

perlindungan yang memadukan nilai adat, kesadaran keluarga, dan 

dukungan hukum. Dukungan mamak kepala waris serta penguatan 

aspek legal melalui perjanjian tertulis dan sertifikat kepemilikan 

memperkuat legitimasi hak perempuan atas pusako tinggi. 

B. Saran 

Melalui penelitian yang telah dilakukan mengenai “Strategi 

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pemanfaatan Pusako Tinggi di 

Kelurahan Campago Guguak Bulek Kota Bukittinggi”. Maka penulis 

merekomendasikan: 

1. Ibu Eni telah menunjukkan keberhasilan dalam mengelola pusako 

tinggi dengan baik. Sehingga diharapkan agar Ibu Eni dapat terus 

mempertahankan sekaligus mengembangkan keberhasilan yang telah 

dicapai. Sebagai pengelola pusako tinggi, Ibu Eni disarankan untuk 

melengkapi sistem pembukuan dengan pencatatan yang lebih rinci dan 

terstruktur agar pengelolaan aset lebih transparan dan akuntabel. Saat 

ini, pencatatan masih berfokus pada penerimaan sewa, sementara 

catatan pengeluaran belum terdokumentasi secara sistematis. 
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2. Penelitian ini dapat dibaca dan dijadikan contoh untuk perempuan 

Minangkabau lainnya agar perempuan lain yang memiliki pusako 

tinggi untuk tidak menjual aset tersebut, melainkan mengelolanya 

secara produktif demi keberlanjutan ekonomi keluarga dan kaum. 

Pengalaman Ibu Eni dalam mengelola pusako tinggi dapat dijadikan 

role model bagi perempuan lainnya. 

3. Pemerintah daerah dan lembaga adat perlu memberikan pemahaman 

yang luas kepada masyarakat mengenai sistem warisan di 

Minangkabau, agar hak perempuan atas pusako tinggi tetap 

terlindungi. Selain itu, pemerintah dan lembaga adat sebaiknya 

mencontoh praktik baik yang telah ada di masyarakat serta menetapkan 

sanksi tegas terhadap pelanggaran adat, sehingga menimbulkan efek 

jera bagi pihak yang mencoba mengeksploitasi pusako tinggi. 

4. Penelitian ini masih terbatas pada satu kasus keluarga, sehingga 

temuan belum dapat digeneralisasi secara luas. Oleh karena itu, 

dioerlukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif. Bagi peneliti 

selanjutnya, disarankan untuk memperluas penelitian dengan 

melibatkan lebih banyak keluarga atau komunitas agar dapat 

membandingkan variasi strategi pengelolaan pusako tinggi, baik yang 

berhasil maupun yang menghadapi kendala. 
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